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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan rahmat Nya dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran
2013, yang merupakan tahun kedua dari lima tahun Rencana Strategik
Inspektorat Kota Balikpapan dan Rencana Strategik Pemerintah Kota
Balikpapan tahun 2012 — 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Inspektorat Kota Balikpapan memiliki kewajiban menyusun LAKIP
sesuai dengan pasal 13, Bab IV dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil
kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi nya. Laporan kinerja ini diharapkan akan
bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan
penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan

kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama tahun anggaran 2013, Inspektorat Kota Balikpapan
sebagai Pengawas Fungsional telah melaksanakan berbagai kegiatan yang
bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan
pelaksanaan reviu laporan keuangan daerah dan evaluasi kinerja atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini disusun berdasarkan
kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Inspektorat yaitu Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan
dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan

dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga
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LAKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan
yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada
waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Balikpapan, Pebruari 2014
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Balikpapanan menetapkan visi mewujudkan
Baikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang
didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan

berperadaban maju (madinatul Iman) untuk periode 2012-2016.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan
disampaikan bahwa ruang lingkup objek tugas dan fungsi Inspektorat
adalah pengawasan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berperan
penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi di
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai visi “Mewujudkan
Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman”, sedangkan
misinya adalah “Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum,
pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial” serta

“Melaksanakan reformasi birokrasi”.

Dalam pencapaian misi memerlukan kajian perencanaan yang
komperhensif dengan memperhitungkan secara kualitatif dan kuantitatif dari
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat serta faktor
pendanaan kegiatan, sarana/prasarana kantor yang memadai dan sumber

daya non APIP yang bertugas di bidang kesekretariatan.

Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan yang akan dicapai pada tahun
2012-2016 adalah: 1) Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan
kompeten; 2) Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang
memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan; 3) Meningkatnya
kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan

SKPD dan 4) Meningkatnya kinerjaSKPD terkait pelayanan masyarakat
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Untuk mencapai sasaran tersebut Inspektorat Kota Balikpapan
menetapkan 15 Indikator Kinerja Utama : 1) Jumiah APIP yang mengikuti
sertifikasi Jabatan Fungsional, 2) Jumlah Aparatur Inspektorat yang
mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok
pengawasan; 3) Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus; 4) Persentase
penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; 5) Jumlah Obyek
Pengawasan; 6) Persentase pelaporan LP2P; 7) Persentase penyampaian
LHKPN; 8) Persentase penandatanganan Pakta Integritas; 9) Persentase
pelaporan penerimaan gratifikasi; 10) Persentase Laporan Keuangan SKPD
yang sesuai dengan SAP dan SPi memadai; 11) Persentase SKPD yang
melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah; 12)
Persentase pelaksanaan sosialisai pengelolaan aset dan keuangan daerah;
13) Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP; 14) Persentase LAKIP
SKPD vyang dievaluasi dan 15) Persentase SKPD vyang telah

menyelesaikan Peniaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jika dilihat dari penggunaan anggaran, pada tahun 2014 realisasi
anggaran mencapai sebesar 77,20% dari total anggaran yang diperoleh.
Realisasi belanja terbesar digunakan untuk pelatihan pengembangan

profesi terkait dengan sistem pengawasan sebesar 76,63%.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung
oleh sumberdaya yang ada terutama sumberdaya manusia. Beberapa hal
yang tidak dapat dicapai dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya
keterlambatan dalam proses administrasi petunjuk teknis kegiatan, namun
adapula kegiatan yang terlambat dilaksanakan terkait dengan birokrasi dan
koordinasi. Disamping itu, terdapat juga permasalahan penyediaan

sumberdaya manusia (SDM).

Pada LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat
disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 dapat

berhasil dengan baik. Untuk pencapaian sasaran Tahun 2013 dari
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4 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah dapat tercapai dengan
baik, walaupun terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat

tercapai sesuai targetnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan motivasi yang tinggi
dan kerja keras dari seluruh aparat Inspektorat Kota Balikpapan untuk
dapat meningkatkan capaian kinerjanya di masa mendatang. Selain itu
dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi
terkait juga sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan
peran bagi Inspektorat Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya
“‘Good Governance® atau Kepemerintahan yang Baik, yang akhirnya

bermuara pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan ini merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta
program Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi PFresiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelengaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2013, Peraturan Meneteri Pendayagunaan dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan lkhisar Laporan Hasil Pengawasan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu
wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspeklorat Kota
Balikpapan dalam rangka mewujudkan good government transparansi
dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali pemacu peningkatan

kinerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi
berpedoman pada beberapa peraturan antara lain berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 tahun 2008 tanggal 27
Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
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Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
dimana Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang
dalam melaksanakan tugasnya berkududukan di  bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.  Peraturan Walikota
Balikpapan Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi
Inspektur Kota Balikpapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat

Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan,

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintah di daerah;

d. Pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan
evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan
korupsi;

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi

Kantor Inspektorat Kota Balikpapan terdiri dari :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengkoordinasian
penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,
rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat,
dokumentasi, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan

pelaporan.
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2. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan,
melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan
kegiatan, menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan
dan mengkoordinir penyusunan RKA/DPA, meneliti kelengkapan dan
verifikasi surat permintaan pembayaran(SPP), melaksanakan sistem
akuntansi pengelolaan keuangan, menyiapkan surat perintah
membayar (SPM), melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan,
menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan
evaluasi kinerja keuangan, mengkoordinir dan meneliti anggaran
perubahan, menyusun neraca, menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan dan laporan keuangan, menyiapkan bahan penyusunan
LAKIP.

3. Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas
menginventarisir hasil pembinaan dan pengawasan dan tindaklanjut
hasil pembinaan dan pengawasan, mengadministrasikan laporan
hasil pengawasan intern dan ekstern, melaksanakan monitoring dan
evaluasi tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan, menyusun
statistik hasil pembinaan dan pengawasan, memfasilitasi pembinaan
dan pengawasan eksternal dan internal, menyelenggarakan rapat
koordinasi pengawasan,.

4. Sub bagian umum dan kepegawaian ~mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan,
mengelola tertib  adminstrasi  perkantoran dan  kearsipan,
melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan, melaksanakan
urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana
prasarana kantor, menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor,
barang inventari kantor/rumah tangga, melaksanakan pengadaan,
pemeliharaan  sarana, prasarana kantor dan pengelolaan

inventarisasi  barang, melaksanakan pelayanan administrasi
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6.

perjalanan dinas, menyelenggarakan administrasi kepegawaian,
menyusun bahan pembinaan kedisiplian pegawai, mengoordinir dan
menyiapkan bahan pelatihan kantor sendiri (PKS), menyiapkan dan
memproses  usulan  pendidikan dan  pelatihan  pegawali,
mempersiapakan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu.
Inspektur pembantu (Irban) terdiri dari Inspektur Pembantu LIV
yang mempunyai tugas menyusun program pembinaan dan
pengawasan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional auditor (JFA) dan
pejabat pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah
(P2PUPD) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan berkedudukan
sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dan
pembinaan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang
dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dengan Inspektur
Pembantu, dan bertanggungjawab kepada Inspektur dalam
melaksanakan tugas, melaksanakan penelitian, membuat laporan
hasil pembinaan dan pengawasan, melaksanakan reviu laporan
keuangan pemerintah daerah.

Kelompok jabatan fungsional — mempunyai fungsi pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan
kegiatan pengembangan profesi pengawasan, pelaksanaan kegiatan
penunjang tugas pengawasan, pelaksanaan  pemeriksaan,
pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atau
penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah.
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Dalam hal pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kota Balikapan berpedoman
pula pada “"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2013", Inspektorat Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi
sebagai pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan
terdiri dari :
|. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

2. Review laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju
dan/atau mempertahankan opini * wajar tanpa pengecualian (WTP)";

3. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;

4. Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);

wn

Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden nomor @ 55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan

Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;

6. Penanganan pengaduan masyarakat;

7. Pemeriksaan bersama(joint audit) dengan BPKP terhadap program
penanggulangan kemiskinan — PNPM —MP;

8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk
mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

9. Evaluasi atas peran Inspektorat sebagai qualiity assurance dan
consulting;

10. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;

|1. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di

lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
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12. Asistensi  penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan;

13. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

Selain itu Inspektorat Kota Balikpapan secara administrasi melakukan
konsultasi dan koordinasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl
Perwakilan Provinsi kalimantan Timur, Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Kaltim, Kantor Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
dan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka
pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

ASPEK STRATEGIS

Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan
objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedangkan
kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif
dalam hal keuangan dan kepegawaian. Sejalan dengan peranan
Inspektorat Kota Balikpapan yang merupakan unsur pengawasan yang
mempunyai tugas membantu Walikota dibidang pengawasan
pemerintanan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan
pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten / Kota Balikpapan,
Inspektorat juga berperan penting dalam mendukung percepatan
pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. maka
konsekuensi logis dari penjelasan diatas diperkirakan menyangkut hal-
hal sebagai berikut:
1. Potensi objek tugas pengawasan reguler Inspektorat secara
kuantitatif berbanding lurus dengan banyaknya SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Balikpapan;
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2. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) yang ada di
Inspektorat Kota Balikpapan dituntut memiliki pengetahuan/wawasan
yang memadai dari masing-masing urusan tersebut agar peran
quality assurance dapat terlaksana secara maksimal;

3. Inspektorat Kota Balikpapan mempunyai peran sentral dalam
mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dar BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);.

4. Mengingat Inspektorat Kota Balikpapan sebagai institusi pengawasan
internal pemerintah,  pemberdayaan  peran  APIP  dapat
dimaksimalkan, sehingga mampu mendeteksi secara dini bilamana
terjadi penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dan
APIP mampu mengawal jalannya roda pemerintahan dalam koridor
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Inspektorat Kota Balikpapan sebagai pendorong terlaksananya
Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan melalui
pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB);

6. Hasil evaluasi internal pelayanan publik, Pemerintah Kota Balikpapan
masih mendapat posisi ke 15 dari 56 kabupaten/kota yang sudah
disurvei oleh KPK, karena itu sesuai dengan misi ke 3 Inspektorat
Kota Balikpapan mendorong terlaksananya percepatan pelayanan
publik dengan melakukan evaluasi terhadap SKPD vyang terkait

pelayanan publik.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam
organisasi Inspektorat Kota Balikpapan terlihat pada bagan Struktur

Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan pada lampiran |.
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Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2013 memiliki sumber daya
manusia sejumlah 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS
berdasarkan tugas dan fungsi pada tabel berikut.

Tabel 1

Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013

berdasarkan Struktural dan Jabatan Fungsional

No Uraian Jabatan Jumlah
1. | Inspektur - A
2. | Sekretaris 1
3. | Inspektur Pembantu 4
4. | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 7
5. | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 3
6. | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8
7. | Kelompok Jabatan Fungsﬁﬁél a
a. | Pejabat Fungsionaeruditor 25
b. | Pejabat P2UPD - 5
Jumlah S 53

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
Inspektorat Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana
berupa aktiva tanah dan bangunan gedung kantor satu buah, kendaraan
dinas roda empat 7 buah dan kendaraan dinas roda dua 2 buah serta

inventaris dan fasilitas/perlengkapan kantor lainnya.

SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan pola pikir sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 disajikan sebagai berikut :
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Bab | — Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang
maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelolaan
kinerja program/kegiatan.

Bab Il — Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja, menjelaskan
rencana strategi Inspektorat Kota Balikpapan untuk periode 2012 — 2016,
target setiap sasaran strategis jangka menengah,rencana kinerja
tahunan tahun 2013, hasil review renstra tahun 2012 — 2016 yang telah
dilakukan, serta penetapan kinerja tahun 2013.

Bab Ill — Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja,
analisis pencapaian kinerja progam.

Bab IV — Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran

= Laporan ARuntabilitas Kinerja {nstansi Pemerintali ( LAKIP ) Tahun 2013
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BAB Il
RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi dan Misi

Dalam penentuan visi, Inspektorat Kota Balikpapan telah
mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu: memberikan arah
pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran organisasi,
dirumuskan secara singkat padat mudah diingat, dilaksanakan secara
konsisten, serta dapat dicapai. Oleh sebab itu Visi Inspektorat Kota
Balikpapan menjadi visi bersama dan mampu mengerahkan dan
menggerakkan segala sumber daya Aparatur.

Adapun visi Inspektorat Kota Balikpapan yang diharapkan mampu
memberi arah kedepan yaitu : “ Mewujudkan Institusi Pengawasan
Internal yang Berkualitas dan Profesional”. Misi Inspektorat Kota
Balikpapan merupakan sesuatu vyang harus diemban atau
dilaksanakan oleh Unit organisasi Inspektorat Kota Balikpapan dalam
upaya-upaya untuk mewujuskan visi.

Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan diharapkan seluruh
unsur Inspektorat Kota Balikpapan dan pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Inspektorat
Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembinaan dan
pengawasan di lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan.

Misi Inspektorat Kota Balikpapan telah disusun secara jelas dan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan
yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta
memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan

perkembangan.
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Kriteria dalam penentuan misi Inspektorat Kota Balikpapan ini
antara lain adalah sejalan dengan upaya pencapaian visi dan sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) serta menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan yaitu :

a. Meningkatkan ketentuan umum, penegakan hukum,
pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial (misi 3);

b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (tujuan kedua dari misi ke 5)
Berdasarkan acuan tersebut diatas misi Inspektorat Kota
Balikpapan adalah :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur Inspektorat;

2. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam
pembinaan dan pengawasan kinerja SKPD,;

3. Mendorong perubahan-perubahan signifikan atas jalannya
sistem pelayanan masyarakat dengan mengedepankan faktor

efisiensi dan efektifitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan merupakan
implementasi/penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Kota
Balikpapan maupun Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan
lima tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi, serta
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi
juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Inspektorat Kota
Balikpapan telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi. Adapun karaterisktik perumusan tujuan antara
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lain waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, dilakukan secara
jelas, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah
ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya
(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator
yang terukur.

Berdasarkan karateristik tersebut diatas, tujuan dan sasaran
Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten.

b. Meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat yang memadai
dalam menunjang tugas pokok pengawasan.

c. Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan
yang berlaku di lingkungan SKPD.

d. Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan inspektorat merupakan faktor penting dalam
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena untuk
memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara
merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun strategi
Inspektorat Kota Balikpapan terdiri dari kebijakan operasional, serta
program dan kegiatan. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam

rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap aparatur
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inspektorat kota Balikpapan untuk melangkah. Kebijakan dimaksud

berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan,

serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan sesuai dengan

keahlian yang dibutuhkan.

b. Optimalisasi

pengawasan dan

evaluasi

pertanggungjawaban keuangan SKPD.

kKinerja dan

c. Evaluasi dan perbaikan prosedur pelayanan masyarakat.

. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

Rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan adalah

sebagai berikut:

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Jumlah APIP yang
kapasitas APIP yang | mengikuti sertifikasi 10 orang
profesional dan Jabatan Fungsional
kompeten
Meningkatnya Jumlah aparatur
kemampuan Aparatur | Inspektorat yang
Inspektorat yang mengikuti pendidikan 60 orang
memadai dalam dan/atau pelatihan
menunjang tugas penunjang tugas pokok
pokok pengawasan pengawasan
Meningkatnya Jumlah pemeriksaan 16 kasus
kesadaran hukum khusus/kasus
akltats pteraturan dan Pafcatitiss
be ?nkuadryl.yarllg penyelesaian tindak 88%
S?;Du Ll lanjut temuan hasil
pengawasan
Jumlah objek
160 obyek

pengawasan
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Persentase pelaporan
LEZE

Persentase pelap“c;r_é"n
LHKPN

75%

90%

Persentase
penandatanganan
pakta integritas

Persentase pelaporan
penerimaan gratifikasi

100%

100%

Persentase LK SKPD
yang sesuai dengan
SAP dan SPI memadai

100%

Persentase SKPD
yang melaksanakan
konsultasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Meningkatnya kinerja
SKPD terkait
pelayanan

masyarakat

Persentase
pelaksanaan
sosialisasi pengelolaan
aset dan keuangan
daerah

_ﬁérsentase SKP[_)
yang melaksanakan
SPIP

30%

100%

1%

Persentase LAKIP
SKPD yang dievaluasi
(kecuali Setdakot,
DKK, Disdik)

50%

Persentase SKPD
yang telah
menyelesaikan
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

25%
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B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun

2012 — 2016 adalah sebagai berikut:

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama | Sumber
Data
I Meningkatnya Kapasitas Jumlah  APIP yang
APIP yang Profesional mengikuti sertifikasi Jabatan | Inspektorat
dan Kompoten Fungsional
Meningkatnya kemampuan | Jumlah Aparatur Inspektorat
[l | Aparatur Inspektorat yang | yang mengikuti  pendidikan
memadai dalam dan/atau pelatihan penunjang | Inspektorat
menunjang Tugas Pokok tugas pokok pengawasan
Pengawasan
Meningkatnya kesadaran | Jumlah Pemeriksaan
Ill. | hukum atas peraturan dan | Khusus/Kasus Inspekiorat
ketentuan yang berlaku di P
lingkungan SKPD
Prosentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Temuan Hasil Inspektorat
Pemeriksaan
Jumlah Objek Pengawasan Inspektorat
Prosentase Pelaporan LP2P | Inspektorat
Prosentase Pelaporan T
LHKPN P
Prosentase Penandatangan [Fanaktarat
Pakta Integritas P
Prosentase Pelaporan R —
Penerimaan Gratifikasi &
Prosentase LK SKPD yang
sesuai dengan SAP dan SPI | Inspektorat
memadai L
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Meningkatnya Kinerja
IV | SKPD terkait pelayanan
masyarakat

Prosentase SKPD yang
melaksanakan Konsultasi
Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Prosentase Pelaksanaan
Sosialisasi Pengelolaan Aset
dan Keuangan Daerah

Prosentase LAKIP SKPD

Prosentase SKPD yang
melakukan SPIP

yang dievaluasi

Prosentase SKPD yang telah
menyelesaikan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat |

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013

berpedoman pada Permenpan No.29 Tahun 2010. Adapun Penetapan

Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 dijelaskan sebagai

berikut:

10
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Indikator | __ '
Sasaran L Target
Kinerja T
Meningkatnya Jumlah APIP yang | 10 Orang
kapasitas APIP mengikuti
yang profesional | sertifikasi Jabatan
dan kompoten Fungsional

Meningkat
kemampuan
Aparatur
Inspektorat yang
memadai dalam

Jumlah Aparatur
Inspektoral yang
mengikuti
pendidikan .
dan/atau pelatihan

60 Orang

Kegiatan

Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

1. Pelatihan pengembangan
profesi terkait dengan
sistem pengawasan

2. Pengusulan DUPAK Calon
PFA,Penilai Angka Kredit
PFA dan Jabalan
Fungsional P2ZUPD di
lingkungan Inspektorat
Kota Balikpapan

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1. Pembinaan kesegaran
jasmani dan rohani

Program dan

PFéc_:]rrialﬁipéﬁingkatén S

278.144.000,00

181.213.700,00

12.900.000,00

197.712.250,00

1.078.140.000,00

34.450.000,00

108.000.000,00

menunjang penunjang tugas .
tugas pokok pokok pegawal
pengawasan pengawasan v Bimbingan leknis
peningkatan kapabilitas
APIP
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1. Pelatihan pengembangan
profesi terkait dengan
sistem pengawasan
2. Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS)
Meningkatnya Jumlah 16 Kasus Program Peningkatan
kesadaran pemeriksaan Sistem Pengawasan
hukum atas khusus/kasus Internal dan
peraturan dan Pengendalian
ketentuan yang Pelaksanaan KDH
berlaku di
lingkungan 1.E$J§32?}gasii:; pengawasan
SKPD
Persentase 88% Program Peningkatan

penyelesaian
tindak lanjut

temuan hasil
pemeriksaan

Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1. Evaluasi berkala lemuan
hasil pemeriksaan

2. Rapat koordinasi
pengawasan daerah dan
lindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan

381.000.000,00

89.923.500,00
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Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

1. Pendampingan
pemeriksaan LKPD dan
penyusunan rencana aksi
penyelesaian tindak lanjut

110.000.000,00

Jumlah objek
pengawasan

hasil temuan BPK

160
Obyek
Pengawa
san

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1.Pelaksanaan pengawasan
reguler dan tujuan tertentu
dan kegiatan-kegiatan
SKPD

Persentase
pelaporan LP2P

75%

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1. Penilitian dan penilaian
LP2P PNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Balikpapan

1.154.300.000,00

116.662.400,00

Persentase
pelaporan LHKPN

90%

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik Pelaksanaan
Kebijakan KDH

—_

.Evaluasi dan pelaporan
LHKPN

Persentase
penandatanganan
Pakta Integritas

100%

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1. Pemanlauan Pakla
Integritas di
lingkungan
Pemerintah Kola
Balikpapan

80.795.000,00

76.435.000,00

Persentase
pelaporan
penerimaan
gratifikasi

100%

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1. Pengelolaan dan
pengendalian gratifikasi di
lingkungan Pemerintah

Kola Balikpapan

22.725.000,00
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Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Masyarakat
pada SKPD

Persentase LK 100% Program Peningkatan
SKPD yang sesuai Sistem Pengawasan
dengan SAP dan Internal dan
SPlyang Pengendalian
memadai Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1. Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Persentase SKPD 30% Program Perencanaan
yang Pembangunan Daerah
melaksanakan
konsultasi 1. Unit Layanan Konsultasi
penyelenggaraan Penyelenggaraan
pemerintahan Pemerintah Daerah
daerah (ULKP2D)
Persentase 100% Program Pembinaan
pelaksanaan Penyelenggaraan
sosialisasi Keuangan dan
pengelolaan aset Administrasi
dan keuangan Pemerintahan Daerah
daerah :
1. Pembinaan
Penatausahaan Keuangar
dan Manajemen Asel
Daerah
Persentase SKPD 1% Program Peningkatan
yang Sistem Pengawasan
melaksanakan Internal dan Pengendalian
SPIP Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1. Pemetaan Sislem
Pengendalian Intern
Pemerintah Diagnostic
Assessment SPIP pada
SKPD
Persentase LAKIP 40% Pembinaan Manajemen
SKPD yang Pemerintah Kota
dievaluasi Balikpapan
1. Evaluasi Kinerja Instansi
Alas Kebijakan
Pemerintah Kolta
Balikpapan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Penyusunan AKIP
Persentase SKPD 25% Program Perencanaan

yang telah
menyelesaikan
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi

1.

Pembangunan Daerah

Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

1

114.250.000,00

219.235.000,00

37.482.500,00

173.296.100,00

108.200.000,00

10.000.000,00

269.195.000,00
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Berikut ini disajikan sasaran, program dan kegiatan serta

capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2013:

1. oo ) o - ba ain
Sasaran anlka‘Eor 2012 2013 2(;)13
: Kinerja
strategis ¢
utama | target | Realisasi | Target | Realisasi %

Meningkatnya Jumlah
Kapasitas APIP | APIP  yang

yang mengikuti 5 5 10 org 11 org 110
profesional dan | sertifikasi
kompeten Jabatan

Fungsicnal |

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kapasitas APIP
yang profesional dan kompeten dengan indikator kinerja Jumlah
APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional menunjukkan
angka 110%. adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2013
berjumlah 10 orang, realisasi yang tercapai melebihi target yaitu
berjumlah 11 orang. Jika dibandingkan tahun 2012 jumlah realisasi
hanya mencapai 5 orang, terdapat kenaikan sebesar 120%. Hal ini
menunjukkan bahwa kapasitas Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah yang profesional dan kompeten dapat terpenuhi dalam

menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan;
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2 Capain
apain
Sasaran Indikator 2012 2013 2(;313
strategis Kinerja utama R -
Target | Realisasi | Target | Realisasi %
Meningkatnya | Jumlah aparatur
kemampuan Inspektorat yang
Aparatur mengikuti
Inspektorat pendidikan
yang memadai | dan/atau 57 57 60 org 60 org 100
dalam pelatihan
menunjang penunjang tugas
fugas pokok pokok
pengawasan pengawasan
Hasil capaian Kkinerja dari sasaran meningkatnya kemampua
aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok
pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah aparatur Inspektorat
yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas
pokok pengawasan menunjukan angka 100%, adapun target yang
ditetapkan pada awal tahun 2013 berjumlah 60 orang, realisasi yang
tercapai sesuai dengan target yaitu berjumlah 60 orang. Jika
dibandingkan tahun lalu
3, - . Capain
Sasaran Indikator 2012 2013 2013
strategis Kinerja utama = = =
Target | Realisasi Target | Realisasi %o
Meningkatnya | Jumiah 16
. 1 [ =
KEEHALTER pemeriksaan 20 26 o 8 Kasus 112,5
hukum atas khususﬁas_u_s__ i I B B o
peraturan dan | prosentase
yang berlaku il lanjut | 50% 62,80% 88% 84%
dilingkungan temuan  hasil
SKPD pemeriksaan
Jumlah — obyek | 160 160 157 98
pengawasan
Prosentase 60% 85,40% 75% 81,54% | 108,72
pelaporan LP2P
Prosentase . . 2 <
penyampaian 30% 30% 90% 94,10% | 104,56
LHKPN
Prosentase 30% 30% 100% 81,30% 813
penandatangan | -
T | 2]
|-
caiE

AR
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integritas

Prosentase

pelaporan 100% 100% 100% 100% 100
penerimaan

gratifikasi

Prosentase LK

SKPD yang
sesuai dengan | 90% 100% 100% 100% 100

SAP dan SPI
memadai

Prosentase
SKPD yang
melaksanakan
konsultasi - - 30% 35,38% 117,93
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah

Prosentase
pelaksanaan
sosialisasi
pengelolaan 50% 100% 100% 100% 100
aset dan
keuangan
daerah

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya kesadaran
hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan
SKPD, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indikator  kinerja  Jumlah  pemeriksaan  khusus/kasus
menunjukkan angka 112,5%. Adapun target yang ditetapkan
pada awal tahun 2013 berjumlah 16 kasus, realisasi yang
dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu berjumlah
18 kasus yang terdiri dari evaluasi berjumlah 7 kasus,
Verifikasi berjumlah 8 kasus, Reviu berjumlah 1 kasus, Audit
berjumlah 1 kasus dan pemeriksaan khusus berjumlah
1 kasus.

b. Indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan
hasil pemeriksaan menunjukkan angka 95,45%. Adapun target

yang ditetapkan diawal tahun 2013 sebesar 88% sedangkan

W 0 |
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realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar 84%. Realisasi
tersebut  diperoleh dari  jumlah temuan yang telah
ditindaklanjuti oleh auditi baik oleh pemeriksa intern (APIP)
maupun oleh pemeriksa ekstern dalam hal ini Badan
Pemeriksa Keuangan. Tindaj lanjut hasil pemeriksaan BPK
tahun 2012 sebanyak 93,37% dari 408 rekomendasi telah
dapat dituntaskan sebanyak 380 rekomendasi, dan
penyelesaian tindak lanjut ini adalah yang tertinggi sekali dari
14 kabupate/kota dan provinsi. Hambatan yang terjadi dalam
tindak lanjut hasil temuan disebabkan karena prosess tindak
lanjut tersebut memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak
serta menyangkut daerah lain sehingga perlu waktu untuk
mengatasi hambatan tersebut antara lain memaksimalkan
tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi
dedngan auditi mengenai tindak lanjut temuan dengan
melaksanakan rapat koordinasi pengawasan daerah;

c. Indikator kinerja Jumlah obyek pengawasan menunjukkan
angka 98,12, Adapun target yang ditetapkan diawal tahun
2013 berjumlah 160 obyek, sedangkan realisasi yang dapat
dicapai hanya sebesar 157 obyek vyang terdiri dari
pemeriksaan reguler berjumlah 105 obyek, pemeriksaan
barang/jasa berjumlah 13 obyek, dan pemeriksaan tujuan
tertentu berjumlah 26 obyek. Jika dibandingkan tahun 2012
realisasi jumlah obyek pengawasan sebesar 151 obyek,
terdapat kenaikan sebesar 3,97%.

d. Indikator kinerja persentase pelaporan LP2P menunjukkan
angka 108,72. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013
sebesar 75% sedangkan realisasi yang dicapai melebihi target
yang ditetapkan sebesar 81,54%. Realisasi tersebut diperoleh

dari jumlah PNS yang melaporkan LP2P. Berdasarkan basis
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data Inspektorat Kota Balikpapan PNS yang wajib LP2P
berjumlah 4.539 orang. Sedangkan PNS yang melaporkan
LP2P berjumlah 3.701 orang. Jika dibandingkan tahun
anggaran 2012 realisasi yang dicapai sebesar 77,27%,
terdapat kenaikan sebesar 5,52%.

e. Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN menunjukkan
angka 104,55. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013
sebesar 90%, sedangkan realisasi yang dicapai melebihi target
yang ditetapkan sebesar 94,10%. Realisasi tersebut diperoleh
dari jumlah PNS yang wajib membuat LHKPN. Berdasarkan
basis data dari Inspektorat Kota Balikpapan jumlah PNS yang
wajib LHKPN berjumlah 560 orang. Sedangkan PNS yang
telah membuat LHKPN berjumlah 527 orang. Hambatan yang
terjadi dalam pelaporan LHKPN disebabkan karena kurangnya
kesadaran bagi PNS dilingkungan Pemerintah  Kota
Balikpapan mengenai pentingnya menyampaikan LHKPN.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut
antara lain  sosialisasi tentang LHKPN dilingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan.

f. Indikator kinerja persentase penandatanganan pakta integritas
menunjukkan angka 81,3. Adapun target yang ditetapkan awal
tahun 2013 sebesar 100%. Sedangkan realisasi yang dicapai
hanya sebesar 81,30%. Berdasarkan basis data Inspektorat
Kota Balikpapan, PNS yang menandatangani pakta integritas
berjumlah 635 orang dari target yang ditetapkan berjumlah 781
orang.

g. Indikator kinerja persentase pelaporan penerimaan gratifikasi
menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal
tahun 2013 sebesar 100%, sedangkan realisasi yang dicapai

sebesar 100%. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota
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Balikpapan, PNS vyang telah melaporkan penerimaan
gratifikasi ke Inspektorat Kota Balikpapan dan telah ditindak
lanjuti dengan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
berjumlah 2 orang.

h. Indikator kinerja persentase LK SKPD yang sesuai dengan
SAP dan SPI memadai menunjukkan angka 100. Adapun
target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 100%
sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%.

i. Indikator kinerja persentase SKPD yang melaksanakan
konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal
tahun sebesar 30% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar
35 .38%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah SKPD yang
melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan
jumlah SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah berjumlah 23 SKPD dari 65 SKPD.

j. Indikator kinerja persentase pelaksanaan  sosialisasi
pengelolaan aset dan keuangan daerah menunjukkan angka
100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar
100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100 %.
Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah pelaksanaan
sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan. Berdasarkan basis
data Inspektorat Kota Balikpapan, pelaksanaan sosialisasi
pengelolaan aset dan keuangan berjumlah 3 kali dari target

yang ditetapkan berjumlah 3 kali.
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Sasaran
strategis

Indikator
Kinerja
utama

2013

Capaiin
2013

Realisasi

Target

Realisasi

%o

Meningkatnya
kinerja
pelayanan
masyarakat
pada SKPD

Prosentase
SKPD yang
melaksanakan
SPIP

6%

1%

Prosentase
LAKIP SKPD
yang
dievaluasi

38%

Prosentase
SKPD yang
telah
menyelesaikan
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi

Birokrasi

25,80%

11%

11%

100

50%

25%

34,37%

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kinerja pelayanan

masyarakat pada SKPD dengan indikator sebagai berikut :

a. Indikator kinerja persentase SKPD yang melaksanakan SPIP

menunjukkan angka 11,00. Adapun target yang ditetapkan awal

tahun 2013 sebesar 11% sedangkan realisasi yang dicapai

sebesar 11%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah SKPD

dilakukan

DA SPIP

oleh

Inspektorat

Kota

Balikpapan.

Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, SPIP yang
dilaksanakan oleh SKPD berjumlah 3 SKPD dari 27 SKPD yang

mempunyai tupoksi pelayanan publik.

b. Indikator kinerja persentase LAKIP SKPD yang di evaluasi

menunjukkan angka 52,30. Adapun target yang ditetapkan awal

tahun 2013 sebesar 50% sedangkan realisasi yang dicapai hanya

sebesar 54,38 %. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah LAKIP

SKPD yang dievaluasi. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota
Balikpapan, LAKIP SKPD yang dievaluasi Tahun Anggaran 2013

26

108,76

137,48
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berjumlah 17 SKPD dari Jumlah SKPD yang ada dilingkungan

pemerintah Kota Balikpapan berjumlah 31 SKPD (Es.Il dan ..
Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2012 realisasi hanya sebesar
25,80 %. Persentase tersebut diperoleh dari LAKIP SKPD yang
dievaluasi Tahun Anggaran 2012 berjumlah 8 SKPD dari SKPD
yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berjumlah 31
SKPD. Terdapat kenaikan sebesar 110,775% dari Tahun
Anggaran 2012,

c. Indikator kinerja persentase SKPD yang telah menyelesaikan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan
angka 137,48. Adapun target yang ditetapkan awal Tahun
Anggaran 2013 sebesar 25%, sedangkan realisasi yang tercapai
melebihi target sebesar 34 37%. Berdasarkan basis data
Inspektorat Kota Balikpapan, SKPD yang telah melaksanakan
dan menyelesaikan PMPRB berjumlah 11 SKPD dari Jumlah
SKPD vyang melaksanakan PMPRB berjumlah 32 SKPD.
Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain masih terbatasnya
pemahaman dan pengetahuan SKPD tentang Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Upaya yang dilakukan dalam
untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan
bimbingan teknis terkait pelaksanaan penilaian mandiri

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan
transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini disajikan
realisasi keuangan Tahun Anggaran 2013 dalam hal pencapaian

sasaran dan indikator kinerja:
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S o Realisasi
Sasaran strategis Indlkel\Jttc;rmKE:nerja An(grga)ran Keuangan Fisik
_ b (Rp) (%)
Meningkatnya Jumlah APIP yang
Kapasitas APIP mengikuti sertifikasi 459 357 700 410.554 000 100
yang Profesional dan | Jabatan Fungsional
Kompoten
Meningkatnya Jumlah Aparatur
kemampuan Inspektorat yang
Aparatur Inspektorat | mengikuti pendidikan
yang memadai dan/atau pelatihan 1.959.400.250 1.710.534250 100
dalam menunjang penunjang tugas pokok
Tugas Pokok pengawasan
Pengawasan - i ) i
Meningkatnya Jumlah Pemeriksaan 108 000 000 98850000 | 100
kesadaran hukum Khusus/Kasus
atas peraturan dan Presentase Penyelesaian o
ketentuan yang Tindak Lanjut Temuan 600.073.500 444 965700 100
berlaku di lingkungan | Hasil Pemeriksaan
SKPD B ‘ _
Jumlah Objek 1.046.300.000 852.441.500 | 100
Pengawasan - . .
Presentase Pelaporan 116.662.400 94.978.800 | 100
LP2p =
Presentase Pelaporan 21.270.000 9.860.000 | 100
LHKPN -
Presentase
Penandatangan Pakta 76.435.000 58.188.550 100
Integritas R o o
Presentase Pelaporan 22 950.000 20.650.000 | 100
Penerimaan Gratifkasr |~ | |
Presentase LK SKPD
yang sesuai dengan SAP 114.250.000 78.096.100 100
dan SPI memadai .
Presentase SKPD yang
melaksanakan Konsultasi 106.680.000 98.530.000 | 100
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah B ]
Presentase Pelaksanaan
Sosialisasi Pengelolaan 37.482.500 22 900 400 100
Aset dan Keuangan
Daerah ) |
Meningkatnya Presentase SKPD yang 106.796.100 50.721.100 | 100
Kinerja Pelayanan melakukan SPIP o ]
kepada masyarakat Presentase LAKIP SKPD 118.200.000 86.045.000 100
oleh SKPD yang dievaluasi . ]
Presentase SKPD yang
telah menyelesaikanm
Penilaian Mandiri 207.425.0z00 165.846.500 100

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi
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Dari data tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara
keseluruhan sasaran dan indikator kinerja dalam kaitannya terhadap
akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan baik. Terdapat efisiensi
penggunaan anggaran dalam hal pencapaian sasaran kinerja, Hal
tersebut terlihat dari realisasi baik fisik maupun keuangan masing-

masing indikator kinerja

29
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota
Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan
tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan
strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan .

Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran
Tahun Anggaran 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai

dengan baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan
Clean Government yang melibatkan Stakeholder sehingga kedepan akan

tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

| ;g;:‘:'—ﬁ.@a?ﬁ%)%pan, 24 Februari 2014
,’ INSP % KOTA BAﬁLlKPAPAN

"~ Pembina Tingkat |
NIP. 196311111985112003
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PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

JI. Ruhui Rahayn I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Kotak Pos 1111
Balikpapan 76115
FEmail ¢ inskot.balilkpapan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
Pit. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 710 /1840 /Itkot

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

Pit. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang - a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Inspektorat
Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 yang termuat dalam
RENSTRA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2011 = 2016
maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk
mengukur  kinerja - pembangunan  pada - seliap  tahun
perencanaannya;

b. bahwa dalam rangka pengualan terhadap RENSTRA
Inspeklorat  Kota  Balikpapan  tahun  2011-2016 maka
diperlukan penetapan sasaran stralegis sebagai acuan dalam
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan 2011-
2016

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana  dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu menctapkan dalam Surat
Keputusan  Inspektur Kota Balikpapan  tentang - Indikator
IKinerja Utama Rencana Strategis ( RENSTRA ) Inspektorat
Kota Balikpapan Tahun 2011 -2016.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) scbagai Undang-undang
(Lembaran  Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



Memperhatikan

Menctapkan

Peraturan Dacrah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008

(U%]

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Inspektoral Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8§ Oktober 2008).

4. Peraturan Dacrah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Dacrah dan Lembaga Teknis
Dacrah Kota Balikpapan tanggal 27 Okiober 2008:

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 ‘Tahun 2009
Tentang  Uraian  Tugas dan  Fungsi  Inspektoral  Kota
Balilipapan.

6. Peraturan  Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013
tentang Indikalor Kinerja Utama Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kota Balikpapan Tahun

2011-2016.

7. Peraturan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi  Birokrasi Nomor : 20/M.PAN/11/2008
Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor @ 188.45-
821/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Pelimpahan
Sebagian  Kewenangan  Walikota  Balikpapan — Selaku
Pemegang Kckuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
Pejabat Pelaksana Tugas Inspekiur Kota Balikpapan Tahun
Anggaran 20135,

MEMUTUSIKAN:

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2011-2016.

(1

Pasal 1

Indikator Kinerja  Utama Rencana  Strategis  (RENSTRA)
Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen
perencanaan strategis Inspekiorat Kota Balikpapan yang berisi
sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu
20112016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja
Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan
Tahun 2011-2016.

Indikator Kinerja  Utama Rencana  Strategis  (RENSTRA)
Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



NO.| SASARAN STRATEGIS 'N”"""‘l':f:.)_\l;“"'\'NF’""" SUMBER DATA
VLY

1. | Meninglatmya Ixapasitas Jumlah APIP yang mengilonti Inspektorat
APIP yang professional dan | sertilikasi Jabatan Fungsional
kompeten

2. | Meninghkatnya  kemampuan Jumlah Aparatur Inspektorat

Aparatur Inspektorat yang yang mengikuti pendidilan Inspelttorat

mendai dalam menunjang dan/ataun pelatiban penunjang

Tugas Pokol Pengawasan tugas pukok pengawasan
3 | Meningkatnya lesadaran I, Jumiah Pemerilisnan Inspektorat
hukum atas peraturan dan Lhisus/lasus

ketentuan yang bevlaln di

2 i 2. Presentase Penyclesainn
lingkungan SKI'D ase Penyclesain

Tindak Lanjut Temuan
Hasil Pemerilsaan

3. Jumlah Objek
Pengawasan
4. Presentase Penyampaian

Lrar

5. Presentase Penymmpainn
LIIKPN

6. I'resentase
Penandatanganan Pakta

Integritas

7. Presentase Pelapors

Penerimaan Gratilikasi

8. Presentase yang sesuai
LIK SKPPD yang sesuni
dengan SAT dan SP'1
memadai

9. Presentase SKIPD yang
melaksanakan Konsultasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah

10. P'resentase Pelaksannan
Sosinlisasi 'engelolann
Aset dan Ikeuangan

Dacrah
4. | Meninglatnya Kinerja L. Presentase SKPD yang gL
pelayanan kepada melalukan DA SPIP

syarakat oleh SKPD 3 .
masyarakat oleh SKI 2. Presentase LAKIP SKI'D

yang dievaluasi

3. Presentase SIKPD yang telah
menyelesailian Penilainn
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Inspektorat  Kota Balikpapan — dalam
merencanakan program, kegiatan dan indikator Kinerjanya wajib
mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA)
Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat
Keputusan ini.



Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal :21Desember 2013
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RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

Unit SKPD  : Inspekitorat Kota Balikpapan

Tahun : 2013

Sasaran Strategis

Indikater Kinerja

Meningkatnya Kapasitas APIP yang
Profesioan] dan IKompoten

Target

Jumlah APIP yang mengikuti Sertifikasi

Jabatan Fungsional

1O Cean

g

Meningkatnya kemampuan Aparatur
Inspektorat yang memadai dalam
menunjang Tugas Pokok Pengawasan

Jumlah Aparatur Inspektorat yang

mengikuti pendidikan dan/atau pelatiban

penunjang tugas pokok pengawasan

Ol Orang

Meningkatnya kesadaran hukum atas
peraturan dan ketentuan yang berlaku di

. Jumlah Pemeriksaan IKhusus/Kasus

16 Kasus

2. Presentase Penyelesaian Tindak

lingkungan SIKPD e s . . 88%
R Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan ‘
. 160 Obyek
3. Jumlah Objek Pengawasan " Y
Pengawasan
4. Presentase Pelaporan LP2P 75%
5. Presentase Pelaporan LHIKPN 40%
4. Presentase Penandatanganan Pakia o
; 40%
Integritas
7. Presentase Pelaporan Penerimaan -
Lo 160%
Gratifikasi
8. Presentase LI SKPD vang sesuai 20%
dengan SAP dan SP1memadai ?
9. Presentase SKPD yang
melaksanakan Konsultasi 100%
: /
Penyelenggaraan Pemerimahan !
Daerah
0. Presentase Pelaksanaan Sosialisasi
Pengelolaan Aset dan Keuangan 100%
s Dacrah
Meningkatnya iKinerja Pelayanan kepada I. Presentase SIKPD yang melakukan 1%
Masyarakat oleh SKPD DA SPIP !
2. Presentase LAKIP SKPD yang, o
: ; g 50%
dievaluasi
3. Presentase SKPD yvang telah 50
il

menyelesaikan Penilaian Mandini
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| l\ A
l‘.\t*-'




PERJANIIAN ICENERIA TAHUN 2013
INSPEKTUR INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efeklif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil (good governance), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIPUDDIN

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

Selanjutnya disebut pihalk pertama.

Nama ; H.ML, RITZAL EFFENDIL
Jabatan s WALIKOTA BALIKPAPAN

Selanjutnya disebut pihalk kedua.

Pihak pertama berjanji :
1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publil;
c. Melaksanakan pembinaan dan peninglatan disiplin - aparatur serta terlib
administrasi pada SKPD.

menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2
per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam

pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihajfeflua, . Pilhak Pertama,
// ;\

H.M. RIZAL EFFENDI svARTAIDDIN
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KOTA : BALIKPAPAN

INSTANSI : INSPEKTORAT

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

. e s PENCAPAIAN . . TARGET REALISASI PERSENTASE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI 3 PROGRAM/KEGIATAN & : . . N
B TARGET (%) ANGGARAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya kapasitas APIP yang Jumilah APIP yang mengikuti Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
: : we - 10 Orang 11 Orang 110
profesional dan kompoten erifiksai Jabatan Fungsional B Pengawasan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Profesi Terkait Dengan Sistem Pengawasan Rp 278.144.000 | Rp 278.144.000 100
Kegiatan Pengusulan Dupak Calon PFA, Penilaian Angka Kredit PFA dan Jabatan & 5
8 2 g 1= a4 I
Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan ke 181,213,700'1 Bp 132410000 7307
Meningkatnya kemampuan Aparatur Jumlah Aparatur Inspektorat yang| 60 Orang 60 Orang 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Inspektorat vang memadai dalam mengikuti pendidikan dan/atau - : v . . .
Elia = Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawa 5
menunjang tgas pokok pengawasan pelatihan penunjang tugas pokok £1A0 I i ” o ceata Rp 12.900.000 | Rp 6.720.000 32,09
pengawasan Kegiatan Bimbingan Teknis Perningkatan Kapabilitas APIP Rp 197.712.250 | Rp 154.727.250 78.26
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Profesi Terkait Dengan Sistem Pengawasan Rp 1.714.338.000 | Rp  1.526.898.700 £89.07
Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Rp 34.450.000 | Rp 22.188.300 64,41
Meningkamya kesadaran hukum atas | - Jumlah pemeriksazn 16 Kasus 18 Kasus 112.50 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
peraturan dan ketentuan yang beriaku khusus/kasus Pelaksanaan Kebijakan KDH
di lingkungan SKPD Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Khusus/Kasus Rp 108.000.000 | Rp 98.850.000 91.53
- Persentase penyelesaian tindak §8% 84% 95 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
lanjut temuan hasil pemeriksaan Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Rp 484100000 | Rp 366.650.000 75.74
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Rp 89.923.500 | Rp 60.415.700 67.19
Pemeriksaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana Aksi Rp 26.050.000 | Rp 17.890.000 68.68
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPR
- Jumiah obyek pengawasan 160 157 98 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler dan Tujuan Tertentu dan Kegiatan Rp 1.046.300.000 | Rp 832.441.300 3147
kegiatan SKPD
- Persentase pelaporan LP2P 75% $2% 108,72 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Penelitian dan Penilaian LP2P PNS Rp 116.662.400 | Rp 94.978.800 81.41




- Persentase penyampaian LHKPN 90% 94.10% 104,56 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan LHKPN Rp 21.270.000 { Rp 9.850.000 46.36
- Persentase penandatanganan 100% 81.30% 81.30 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pakta Integritas Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Pemantauan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerimah Kota Balikpapan Rp 76.435.000 | Rp 58.188.550 76.13
- Persentase pelaporan penerimaan 100% 100% 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
gratifikasi Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Pengelolaan Pengendalian Gratfikesi di Lingkungen Pemerintah Kota Rp 20.950.000 | Rp 20.630.000 98.57
Balikpapan
- Persentase Laporan Keuangan 100% 100% 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
SKPD yang sesuai dengan SAP " ! Pclaksanaan Kebijakan KDH
dan SPI memadat Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp  114.250.000 | Rp 78.096.100 68.36
- Persentase SKPD vang 100% 100% 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
melaksanakan konsultasi 4
o . . 2 : — R 106.680. 2330 2.3
penvelenggaraan Pemerintah Kegiatan Unit Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintzh Deerah (ULKP2D) P 000 | Rp 98.530.000 92.36
- Persentase pelaksanaan sosialisai Program Peningkatan Penyelenggaraan Keuangan dan Administrasi Aset
pengelolaan aset dan keuangan 100% 100% 100 Daerah
daerah Kegiatan Pembinaan Penatausahazn Keuangan dan Manajemen Aset Daerah Rp 37.482.300 | Rp 22.900.400 61.10
Meningkamya kinerja SKPD terkait | - Persentase SKPD yang 11% 11% 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
pelayanan masyarakat melaksanakan SPIP Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Diagnostic Assessment | Rp 106.796.100 | Rp 30.721.100 4749
SPIP pada SKPD
- Persentase LAKIP SKPD vang 30% 34.38% 108.76 Program Pembinaan Manajemen Pemerintal Kota Balikpapan
dievaluasi Kegiatan Evalussi Kinerja Instansi Atas Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan Rp 108.200.000 | Rp 86.043.000 79.52
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan AKIP Rp 10.000.000 | Rp - 0.00
- Persentase SKPD yang teleh 5% 34.37% 137.48 Program Perencanazn Pembangunan Daersh
RIS Fenilal Kol Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rp  207.425.000 | Rp 165.846.500 79.95

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Balikpapan, 6 Januari 2014

Plt. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

Hi. DAHNIAR.S.E..M.AP

NIP.19631111 1985112 003

Pembina Th.I






